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PENGUMUMAN  
NOMOR : 813/63/BKPSDM 

 
tentang             

 
PENGANGKATAN LULUSAN SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT (STTD) 

SEBAGAI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  

TAHUN ANGGARAN 2020 
 
 
 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 805 Tahun 2020 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dari Lulusan 

Sekolah Tinggi Transportasi Darat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 

Anggaran 2020 dan surat Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia nomor:                                

D 26-30/V 16-8/99 tanggal 7 Januari 2021 perihal Penyelesaian Penetapan NIP CPNS 

Lulusan Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD Tahun Anggaran 2020, dengan ini 

disampaikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat yang dapat diusulkan untuk diangkat menjadi 

Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 1 (satu) orang, yaitu: 

Nama Taruna : TAUFIQURROHMAN 
Jabatan : Pelaksana/Terampil-Penguji Kendaraan Bermotor 
Pendidikan : D-II Pengujian Kendaraan Bermotor 
Lokasi Formasi : Dinas Perhubungan 

 

2. Sesuai surat Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia nomor: D 26-30/V 16-8/99 

tanggal 7 Januari 2021 perihal Penyelesaian Penetapan NIP CPNS Lulusan Politeknik 

Transportasi Darat Indonesia-STTD Tahun Anggaran 2020 bahwa pemberkasan 

penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dilakukan secara elektronik (paperless) melalui 

Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan aplikasi pendukung dokumen 

elektronik (DOCUDigital) pada link/tautan: https://docudigital.bkn.go.id.  

 

3. Proses pengangkatan CPNS dari lulusan STTD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan oleh 

PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan NIP dari Kepala BKN/Kepala 

Kantor Regional BKN sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara 

Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.  

 

4. Usul penetapan NIP disampaikan secara lengkap kepada Kepala Kantor Regional BKN 

selambat-lambatnya tanggal 29 Januari 2021 dan penentuan mulai berlakunya 

pengangkatan sebagai CPNS ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya dari 

tanggal penyampaian usul penetapan NIP.  

 

5. Terkait dengan poin 4 di atas, dengan demikian Saudara Taufiqurrohman agar dapat 

melengkapi persyaratan dalam rangka pengusulan penetapan NIP CPNS secara 

elektronik paling lambat tanggal 15 Januari 2021 melalui email: 

forif2020@gmail.com, meliputi: 

https://docudigital.bkn.go.id/
mailto:forif2020@gmail.com
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a. Scan pas foto terbaru ukuran 3x4, pakaian formal, latar belakang merah 

(keterangan: format file .jpeg/jpg, ukuran file maksimal 1 Mb). Pas foto wajib 

menggunakan pakaian formal, bukan kaos dan bukan seragam, dan dilakukan di 

tempat khusus seperti studio foto karena akan menjadi database SAPK milik Pusat. 

Cara termudah untuk mengupload pas foto adalah dengan mengupload soft file 

fotonya BUKAN pas foto yang telah dicetak ukuran 3x4; 

b. Scan ijazah ASLI yang digunakan untuk melamar seleksi CPNS (keterangan: format 

file .pdf, ukuran file maksimal 1 Mb); 

c. Scan transkrip nilai ASLI yang digunakan untuk melamar seleksi CPNS 

(keterangan: format file .pdf, besar file maksimal 1 Mb. Jangan ada bagian yang 

terpotong melainkan harus utuh, jika ada 2 (dua) halaman mohon dijadikan sebagai 

1 (satu) file .pdf saat diunggah); 

d. Scan Surat Pernyataan 5 Poin ASLI yang telah diketik secara utuh dan dibubuhi 

materai Rp 6.000,-serta ditandatangani di atas materai (keterangan: format file .pdf, 

format surat diunduh sebagaimana lampiran yang akan diunggah pada laman resmi 

BKPSDM); 

e. Scan Surat Pernyataan Tidak Pindah 10 (sepuluh) tahun ASLI sesuai Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 

2019 Distribusi II tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipildan 

Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 yang telah diketik 

secara utuh dan dibubuhi materai Rp 6.000,- serta ditandatangani di atas materai. 

Keterangan: format file .pdf dan format surat dapat diunduh pada laman resmi 

BKPSDM; 

f. Poin d dan e, yaitu scan Surat Pernyataan 5 Poin ASLI dan Surat Pernyataan 

Tidak Pindah 10 (sepuluh) tahun ASLI digabung menjadi 1 (satu) file .pdf dan 

ukuran maksimal file adalah 1 Mb; 

g. Scan Surat Keterangan Catatan Kepolisian ASLI (keterangan: format .pdf, ukuran 

file maksimal 1 Mb); 

h. Scan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Surat Keterangan Sehat Rohani 

ASLI dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan 

kesehatan pemerintah. Surat Keterangan dimaksud terdiri dari 2 (dua) jenis surat, 

yaitu: Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Surat Keterangan Sehat Rohani.                     

Surat Keterangan Sehat Jasmani dapat berasal dari Puskesmas (harus tercantum 

nomor surat agenda keluar dari Puskesmas yang mengeluarkan) dan Surat 

Keterangan Sehat Rohani (Jiwa) didapatkan dari unit psikiatri atau yang 

menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan jiwa. Surat keterangan sehat jasmani 

dan surat keterangan sehat rohani dijadikan sebagai 1 (satu) file dengan format .pdf 

dan ukuran maksimal 1 Mb; 

i. Scan Surat Keterangan Bebas Narkoba/Zat Adiktif lainnya ASLI yang 

ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat 

yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian 

zat narkoba dimaksud. Format file .pdf dan ukuran file maksimal 1 Mb; 

j. Scan bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang 

(apabila memiliki, tidak wajib). Format file .pdf dan ukuran file maksimal 1 Mb; 

k. Scan Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah diisi dengan huruf kapital/balok 

ASLI, tinta hitam, bermaterai Rp 6.000,- dan ditandatangani dalam format .pdf, 

ukuran file maksimal 1 Mb. Keterangan: format DRH dapat diunduh pada laman resmi 

BKPSDM.  
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6. Keterangan atau maksud yang dicantumkan pada surat/dokumen adalah untuk: 

Pemberkasan CPNS 

7. Seluruh proses seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Lulusan STTD di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung TIDAK DIPUNGUT BIAYA.  

 

 

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

 
Dikeluarkan di :  Soreang 
Pada tanggal  :  11 Januari 2021  

 
 

BUPATI BANDUNG 
 
 

ttd 
 
 

H. DADANG M. NASER., SH., S.Ip., M.IP 


